
adalah sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan serta pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan. 

DI TINGKAT PUSAT 
dikoordinir oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan
DI TINGKAT DAERAH 
dikoordinir oleh kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi /Kab./Kota dengan anggota unsur-unsur instansi terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan .

POKMASWAS 
(Kelompok Masyarakat Pengawas)

pENGERTIAN  POKMASWAS
POKMASWAS merupakan pelaksana pengawasan PSDKP di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, , LSM, Nelayan, pembudidaya ikan, pengusaha serta masyarakat perikanan lainnya.

1. UU No. 45 Th 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Th 2004  tentang  Perikanan .  Pasal  67  Masyarakat  dapat  diikutsertakan  dalam  membantu pengawasan  perikanan.
2. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil.  Pasal  36 (6) Masyarakat  dapat  berperan  serta  dalam   pengawasan dan pengendalian  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat (1).   
3. KEPMEN No.  KEP. 58 / MEN / 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan       dan Perikanan
SYARAT  TERBENTUKNYA POKMASWAS
Masyarakat atau kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang dapat diikut sertakan untuk membantu pengawasan perikanan harus memenuhi :
· membentuk kelompok dengan anggota sekurang-kurangnya 10 orang;
· memiliki nama dan alamat kelompok masyarakat;
· memiliki kepengurusan kelompok masyarakat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara;
· Kelompok masyarakat pengawas tersebut ditetapkan oleh Menteri.
· Menteri mendelegasikan penetapan kelompok masyarakat pengawas Direktur Jenderal P2SDKP dan selanjutnya dikukuhkan oleh Bupati/Walikota dimana Kelompok Pengawas berkedudukan.
TUGAS DAN KEWENANGAN POKMASWAS
TUGAS :

·  Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan di wilayahnya masing-masing (Misalnya pengawasan di wilayah KKLD)
· Memantau kegiatan perikanan;
· Mencatat adanya dugaan tindak pidana perikanan
· Melaporkan dalam hal ada dugaan tindak pidana perikanan kepada Pengawas Perikanan atau aparat penegak hukum setempat;

· Mendorong pelaku kegiatan perikanan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan;

KEWENANGAN :
·  Dalam hal tertangkap tangan, Pokmaswas dapat melakukan penangkapan, dan selanjutnya menyerahkan kepada Pengawas 
    Perikanan atau aparat penegak hukum lainnya;
·  Mengusulkan kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi terhadap pelaku kegiatan perikanan yang melakukan tindak pidana
    perikanan dengan tembusan kepada Direktur 

    Jenderal;

Peran POKMASWAS
1. Sebagai bagian dari sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara keseluruhan
2. Sebagai kepanjangan tangan dan mitra petugas pengawas perikanan/PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)
3. Pemantau pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan 
4. Sebagai sumber informasi dini terjadinya pelanggaran/tindak pidana perikanan
5. Sebagai contoh dan pelopor pelaksanaan tertib usaha bagi masyarakat sekitarnya
6. Bukan sebagai hakim pelaku pelanggaran
7. Sebagai ibadah kepada sesama umat dan menjalankan amanah
LARANGAN POKMASWAS
Pokmaswas Tidak Boleh:
· Menghakimi pelaku pelanggaran / tindak pidana
· Bertindak sebagai aparat penegak hukum
· Memanfaatkan peran sebagai Pokmaswas untuk keuntungan / kepentingan pribadi / kelompok
· Membiarkan pelanggaran / tindak pidana berlangsung tanpa adanya respon / upaya yang dapat mencegah / menghentikan pelanggaran / Tindak Pidana Perikanan tersebut







“Terwujudnya Masyarakat Perikanan Yang Mandiri, Berdaya Saing Menuju Jombang Sejahtera” 
MISI DINAS PERIKANAN
· Mewujudkan  peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan berbasis  teknologi dan keunggualan sumberdaya lokal
· Mewujudkan pengembangan usaha  Perikanan sebagai komoditas ekonomi produktif yang mandiri dan berdaya saing berbasisi agribisnis.
· Mewujudkan peningkatan kesehtan Ikan dan kualitas produk Perikanan
· Mengmbangkan Kpasistas Sumber Kelembagaan
PROGRAM  YANG ADA DI BIDANG PRODUKSI PERIKANAN TA. 2017
1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
· Pembinaan dan pengembangan perikanan
· Pendataan potensi perikanan
· Bimbingan teknis budidaya perikanan
· Pengembangan sentra aquabis perikanan
· Pengembangan budidaya perikanan (PID)
2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

- Penyediaan sarana/prasarana perikanan tangkap

- Pendataan potensi perikanan tangkap

          - Penebaran ikan kembali di perairan umum 
            (restocking)
3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial 
Bidang Perikanan

    - Pembinaan kemampuan dan ketrampilan 
       kerja/usaha bidang perikanan     bagi

4. Program Peningkatan Produksi Perbenihan

    - Pengembangan bibit ikan unggul

Maksud Siswamas
Jawa Timur Penghasil Produk Perikanan dan Kelautan yang Aman dan Lestari 
Mewujudkan Masyarakat Perikanan dan Kelautan yang Sejahtera Melalui Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan yang Berkelanjutan
TUJUAN  :
1. Meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Perikanan dan Kelautan
2. Meningkatkan Ketersediaan dan Keamanan Pangan dari Sektor Perikanan dan Kelautan
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan yang Lestari dan Berkelanjutan
4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan dan Kelautan
5. Mengembangkan Integrasi dalam Penataan dan Pemanfaatan Ruang Pesisir
SASARAN  :
1. Meningkatkan  kemampuan dan Fasilitasi Usaha Masyarakat Perikanan dan Kelautan
2. Meningkatkan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perikanan dan Kelautan
3. Terciptanya Sumberdaya Perikanan dan Kelautan yang Lestari
4. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Perikanan dan Kelautan Serta Konsumsi Ikan perkapita
5. Terciptanya Pemanfaatan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan
PENDEKATAN PENGAWASAN
1. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan yang bertanggung jawab
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan secara regular terhadap wilayah yang rawan pelanggaran/konflik
3. Penegakan hukum terhadap pelaku Pelanggaran pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan
4. Membentuk, membina dan mengembangkan Pokmaswas melalui sistem pengawasan berbasis masyarakat
5. Mensinergikan kegiatan pengawasan berbasis masyarakat dengan perberdayaan masyarakat untuk mengubah perilaku yang destruktif
PELAKSANAAN PENGAWASAN  
SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. JAWA TIMUR
PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DILAKSANAKAN MELALUI  3 CARA:
1. PRE – EMPTIVE
2. PREVENTIVE
3. REPRESIVE
PRE - EMPTIVE
Pre-emptive merupakan upaya pengawasan yang lebih mengarah kepada penaatan secara sukarela berbagai aturan pemanfaatan sumberdaya kelautan. Upaya ini ditujukan kepada semua stakeholder (masyarakat pesisir, aparat pemerintah, dan pelaku usaha). Hal ini dilakukan dengan cara:
· Memotivasi masyarakat untuk sadar hukum 
· KIE (Kampanye, Informasi, Edukasi) 
· Mengubah perilaku destruktif ke arah yang bertanggung jawab 
Pre-emptive diimplementasikan dalam kegiatan tahun 2012 berupa:
1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
2. Peningkatan Apresiasi Pokmaswas/Masyarakat
3. Kerjasama dg stakeholders dlm meningkatkan pemahaman ekosistem perikanan dan pengawasan oleh masyarakat
4. Kampanye kesadaran hukum masyarakat
PREVENTIVE  (PENCEGAHAN)
Pengawasan secara preventive dilakukan sebagai upaya untuk mencegah para pelaku melakukan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan. Pengawasan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
· Identifikasi dan Verifikasi data/informasi
· Operasi lapangan secara rutin, berkala, dan insidentil.
· Kerjasama operasi dengan Kamla, Pemda dan instansi terkait
· Peningkatan pengawasan oleh masyarakat
REPRESIVE  (PENEGAKAN HUKUM)
Pengawasan secara represive dilakukan apabila diketahui terjadinya pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan. 
             ~ Penyidikan
Isue  Pengelolaan Sumberdaya Perikanan  Dan Kelautan Prov. Jatim :
1. Menurunnya Daya dukung sumberdaya perikanan dan kelautan
2. Pemanfaatan sumberdaya  perikanan dengan cara destruktif  atau menggunakan  bom/handak/potas/ setrum.
3. Pencemaran perairan
4. Masih dijumpai bahan aditif berbahaya pada produk perikanan olahan, misalnya formalin, borax
5. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum
6. Belum optimalnya sosialisasi peraturan perundang-undangan perikanan  kepada nelayan/pelaku usaha dibidang perikanan shg  mereka tidak mengetahui yang dilakukan bertentangan dengan hukum
DESTRUCTIVE FISHING (BOMB)
· Bahan peledak digunakan untuk menangkap ikan-ikan dasar atau yang hidup disela-sela karang, merusak terumbu karang serta merusak anak dan bibit ikan
· Jenis dibagi 2, yaitu: 
 1. Rakitan, berasal dari pupuk urea yang dicampur    dengan solar lalu dikeringkan dan dimasukan dalam botol kemudian diberi detonator sebagai sumbu yang dibakar; 

2. Pabrik, bahan peledak yang dirakit tapi berbahan mesiu.

KESULITAN PEMBUKTIAN
· Jika nelayan yang menggunakan bahan peledak melihat ada petugas datang maka bahan peledak dibuang ke laut;
· Kalau bahan peledak yang berasal dari urea yang dibuang detonatornya saja, sebab urea yang sudah diramu dengan solar tanpa detenator masih bukan bahan peledak;
· Petugas harus mampu menemukan bahan peledak atau detonator lengkap dengan bahan yang diramu dari pupuk dan solar;
KEJAHATAN TINDAK PIDANA
UU RI No. 45/2009 Ttg Perubahan atas 
UU RI No. 31/2004
Pasal 8 (1) :  “….DILARANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN ……DG MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (BOM)”

Pasal 12 (1) : “…DILARANG MELAKUKAN PERBUATAN  pencemaran & kerusakan SDI & lingk.

SANKSI
Pasal 84 : PENJARA MAX. 6 TAHUN DAN DENDA 1,2         MILYAR

DESTRUCTIVE FISHING (POTAS/SIANIDA)
· Potasium banyak digunakan untuk menangkap ikan (ikan hias dan udang lobster)
· Bahan potasium kebanyakn dijual berupa bahan padat sebesar butir-butir kelereng
· Dapat dilarutkan didalam air tawar
KESULITAN PEMBUKTIAN
· Ketika melihat petugas, cairan potas dapat segera dibuang atau ditumpahkan ke laut/perairan karena ada arus cairan potas segera menghilang
· Sangat sulit untuk membuktikan bahwa batu-batu karang yang mati karena terkena cairan potas.
· Bukti-bukti kebanyakan hanya berupa pengakuan tersangka sewaktu ditangkap mengaku melakukan penangkapan ikan/udang dengan potas;
· Atau kebetulan tidak sempat membuang potas yang masih ada dikapal
· Kalau saja potas yang sisa atau yang masih ada dibuang kelaut dan mereka tidak mengaku menggunakan potas ????? Akan sulit mencari bukti penggunaan potas
KEJAHATAN TINDAK PIDANA
UU RI No. 45/2009 Ttg Perubahan atas 
UU RI No. 31/2004
Pasal 8 (1) :  “….DILARANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN ……DG MENGGUNAKAN BAHAN KIMIA”

Pasal 12 (1) : “…DILARANG MELAKUKAN PERBUATAN  pencemaran & kerusakan SDI & lingk.

SANKSI
Pasal 84 : PENJARA MAX. 6 TAHUN DAN DENDA 1,2 MILYAR

PENCEMARAN PERAIRAN
OBYEK YANG DIAWASI
· Limbah Industri
· Tumpahan/ceceran minyak di perairan akibat aktifitas kapal tanker atau pengeboran minyak
· Pembuangan/pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) (baik melalui kapal maupun industri-industri di sekitar pantai.
· Pembuangan sampah (marine debris)
KEJAHATAN TINDAK PIDANA
UURI NO. 45/2009 TENTANG PERIKANAN.  

· Pasal 12 Ayat (1) : “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia”.  
SANKSI PIDANA:
· Pasal 86 Ayat (1) : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan SDI dan/atau lingkungannya diancam pidana penjara 10 tahun dan denda maksimal 2 Milyar.
UU No. 23/1997 ttg Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 16 & 17 : Penanggungjwb usaha wajib mengelola B3

Pasal 15 : Penanggungjwb usaha yg mungkin menimbulkan 
    
     dampak penting & besar wajib punya Amdal usaha

Pasal 14 : Melanggar mutu & kriteria baku kerusakan lingk. 

     Hidup

SANKSI
Pasal 27 : Pencabutan izin usaha/kegiatan

Pasal 34 : Membayar ganti rugi

Pasal 41 (1) : Penjara max 10 thn & denda max Rp. 500 juta,    
   (2) : Penjara max 15 thn dan denda max Rp. 750 juta

Pasal 42 (1) : Penjara max 3 thn & denda max Rp. 100 juta,  
   (2) : Penjara max 5 thn & denda max Rp. 150 juta

SOSIALISASI SISWASMAS





PEMBINA  SISWASMAS





SISWASMAS  di lapangan terwujud 


dalam bentuk  POKMASWAS 





LANDASAN HUKUM POKMASWAS





ALUR KOORDINASI/LAPORAN


ADANYA  TINDAK PIDANA PERIKANAN





POKMASWAS / MASYARAKAT





APARAT  PENGAWAS





PPNS / TNI AL / POLAIR





VISI DINAS PERIKANAN
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